
• • • • • • • • • • • • dibawah 

P9sal 2. 
STRUKTUR DASAR DEPARTEMEN 

(1) Departeznen merupakan lembaga Pemerintahan jang mellputi 
bag1an kegiatan Pemerintahan tertentu jang J.angsW'lg berada 

Jang dimaksud dengan Kabinet Dwikora dalam Keputus­ 
an ini adal.ah Kabinet Dwikora jang·disempurnakan lagi seperti 
diatur dalam Keputusan Presiden No. 63, 64 dan 6'5 tahun 1966 
tanggal 27 Maret 1966. 

PEUGERTILJ 

Pasal 1. 
U M U M 

I. BAB 

. Menetapkan 

Mengingat pula 

: bahwa perlu segera menentukan struktur dasar organi­ 
sasi serta bidang tugas dari Departemen-departemen 
seperti jang ditetapkan da1am Ke:putusan Presiden No. 

"163 tahun 1966, tentang Pembentukan Kabinet AMPERA., 
agar supaja terdapat efesiensi dan kelantjaran pel.ak­ 
sanaan tugas-tugas dari Kabinet AMPERA. 

: 1. Pasa117 ajat (2) Undang-undang Dasar 1945; 
2. Keputusan Presiden No. 163 tahun 1966. -- : Ketetapan M.P.R.S. No. XIII/MPRS/1966. 

MEMUTUSKAl'{: 
. : STRUKTUR DAS.AR ORGANISASI DAN BJl>ANG TUGAS DARI DE­ 

PARTEMEN-DEP .ARTEMEN KABINET AMPlrn.A., sebagai berikut : 

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

TENTANG 
STRUKWR DASAR ORGANISASI DAN BIDANG TUGAf~ DARI DEPAR­ 

Tl!."MEN-DEPARTEMEN KABINET AMPERA. / 

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONES,Y 
No. 170 TAHUN 1966 - 

PRESIDEN 
REPUBLIK INOONESIA 

Mengingat 

Menimbang 

...... _ ----'-~-- 
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p~da tiap-tiap •••••••• 

dibawah pimpinan dan d.ipertanggung djawabkan kepada 
seorang Menteri; 

(2) Suatu Departemen terbagi da1a.m unsur-unsur pelaksa­ 
naan tingkat Pusat jang merupakan Djawatan dan dina­ 
makan Direktorat Djendera1. Djuml.ah serta bidang dar1 
Direktorat Djendera1 ditetapkan menurut kebutuhan dan 
disesuaikan dengan luasnja lingkungan kegiatan dari 
Departemen j ang bersangkutan; 
Tiap Direktorat D j endera1 dipimpin oleh seorang Direk­ 
tur DjenderaJ.; 

(3) Pada tiap Departemen ada suatu Badan Star Departemen 
jang .bernama Sekretariat Djendera1 dan dipimpin oleh 
seorang Sekretaris Djenderal jang bertugas memba.ntu 
Manteri dalam me1a.kukan pimpinan kepada Departemen; 

(4) Direktorat Djenderal dapat dibagi da10ll1 unsur-unsur 
pelaksana tingkat Pusat maupun Daerah jang d.inamakan 
Kantor atau nama lain (Pusat dan Daera.h) dan mempunjai 
pul.a Sekretariat Direktorat; 

(5') Sekretariat Djenderal dibagi dalam unsur-unsur Stat dan 
dinEUnakan Biro; 

(6) Apa.bila dipandang perlu guna kelantjara.n pela.ksanaan tu­ 
gas:-tugas Departemen, pada Departemen atas usul Menteri 
jari.g bersangkutan, dengan Keputusan Presidium dapat d.1- 
ada.kan suatu badan jang bertugas membantu Menteri daJ.am 
meJ.a.kukan pengawasan terhadap Departemennja. 
Badan tersebut dinamakan Inspektorat Djenderal jang di­ 
ke1,ala.1 oleh seorang Inspektur Djenderal; 

(7) Pada tingkat Departemen ataupun Sekretariat Djenderal 
maupun Direktorat Djenderal apabila dipandang perlu dengan 
persetudjuan Menteri Utama jang bersangkutan, dapat diada­ 
l_tan lembaga penjelidikan atau pendidikan teknis dibidang­ 
nja masing-masing; 

(8) Susunan lebih landjut dari Sekretariat Djenderal, Direk­ 
torat Djenderal dan apabila ada Inspektorat Djenderal 

- 2 - 

PRESIDEN 
REPU6LIK INOONESIA 



(1) Departemen ••••• 

Pasal 5'.t 
DEP ARTEMEN DALAM NEGERI~ 

(1) Departemen Luar Negeri mempunjai bidang tugas serta 
menampung kegiatan jang dalam Kabinet Dwikora mendja­ 
d.1 bidang tugas serta kegia tan K,3menterian Luar Negeri; 

(2) Departemen Luar Negeri dalam melaksanakan bidang tugas 
seperti tersebut dalam ajat (1) pasal ini dibagi dalam 
tiga Direktorat Djenderal, 1a1ah: 
a. Direktorat Djenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri; 
b. Direktorat Djenderal Urusan Pe>litik; 
c, Direktorat Djenderal Urusan Unrum. 

(1) Departemen Veteran dan Demobilisasi mempunjai bidang 
tugas serta menampung kegiatan jang dalam Kabinet Dwi­ 
kora mendjad.1 bidang tugas serta kegiatan Kementerian 
Veteran; 

(2) Departemen Veteran dan Demobilisasi dalam melaksa.nakan 
bidang tugas seperti tersebut da.lam ajat ( 1) pasal ini. 
dibagi da1am dua Direktorat Djencieral, ialah : 
a. Direktorat Djenderal Urusan V4steran; 

b , Direktorat Djenderal Urasan D4smobilisasi. 

Pasal 4. 
DEPARTEMEN LUAR NEGERI 

DEPARTEMEN VE%lffi,AN DAN DEMOBILISASI 

B A B II 

BIDANG TUGAS DEP ARTEMEN-DEl> ARTEMEN 
KABINET AMPERA 

Pasal 3. 

pada tiap-tiap Departemen ditentukan lebih landjut oleh 
Menteri Utama da1am bidangnja atas usuJ. Menteri. 
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!>idang •••••••• 

Pasa.:I; Z· 
DEPA.flTEMEN PENERANGAN 

( 1 ) Dei;,artemen Penerangan mempunj ai bidang tugas serta me­ 
nampung kegiata.n jang dalam Kabinet Dw:l!.kora mendjadi · 

(1) De1,artemen Kehakiman mempunjai bidang tugas serta me­ 
nrullpung kegiatan jang dala.m Kabinet Dw:Lkora mendjadi bi­ 
dang tugas serta kegiatan Kementerian Kehakiman dan Dja­ 
watan Imigrasi; 

(2) Departemen Kehakiman dalam melaksanakan bidang tugas 
seperti tersebut dalam ajat (1) pasal :Lni dibagi dalam 
tiga Direktorat Djenderal., ialah : 
a. Direktorat Djenderal Pemasjarakatan; 

b. Direktorat DjenderaJ. Im1gras1; 

e, Direktorat Djenderal Pembinaan Hukuro. dan Badan-badan 
Peradilan. 

DEPARTEMEN KEHAKIMAN 

Pasal 6. 

(2) Departemen DaJ.a.m Negeri dalam me Laks anakan bidang tu­ 
gas seperti tersebut dalam ajat ( 1) pasal ini dibagi 
dala.m empat Direktorat Djenderal, ialah: 
a. Direktorat Djenderal Pemerintahan U:IJIWil dan Otonomi 

Daerah; 

b , Direktorat Djenderal Pembangunan Masjarakat Desa; 

c, Direktorat DjenderaJ. Agraria dan Tr.ansm.igrasi; 

d. Direktorat Djenderal Kooperasi. 

(1) Departemen Dalam Negeri mempunjai bidang tugas serta 
menam:pung kegiatan jang dalam Kabinet Dwikora mendja­ 
di bidang tugas serta kegiatan Kementerian Dal.am Ne­ 
geri dan Departemen Kooperasi dari Kementerian Perda­ 
gangan; 
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EL. Direktor.~t 

I 

(1) Departemen·J.gama mempunjai bidang -tugas serta menampung 
kegia tan j~ng dalam Kabinet Dwikera m.endj adi bidang tu­ 
g1a.~ .s.erta. keg~_~'ta.n _Kemep.t~:r~an 4gaina . ; 

(2) D1?partemen Agama · dalam melaksanakan bidang tugas seperti 
tE3rsebu~ dalam ajat ( 1) ·pasa.J. ini dibagi de.lam empat 
Direkto_rat Djenderal, ialah : 

... - .... ·- . ,· ..... , .. 

.Ea§aJ. 2· 
D,EPARTEMEN AGAffA 

·'· 

Pramuka • 

(2) Departemen Pend.idikan -dan ·Kebudajaa.n ·dalam ··melaksa.nakan 
bidang .. tugas seperti· tersebut ·dala.m:·a.jat (1) pasa.1 ini di·­ 
l>~gi de.lam lima ·Direktorat Dj enderal,- · ialah . : 
a,. Direktorat Djenderal Pendidikan Da.sar ; 
b, Direktorat Djenderal Perguruan Tilnggi ; 
<~-. Direktorat Djenderal Olah Raga ; 
d·. Direktorat .Djenderal Kebudajaan ; · 
e. Direktorat Djenderal Urusan Pemuda dan 

. DEPARTEMEN PENDIDIJWi DAN KEBYl)AJ MJi 
(1) Departemen- Pend:l.dika.n· da.n--Kebudajaan mempunjai·bidang ·tu­ 

:gas· serta. menampung ·kegiatan ·jang····da.la.m Kabinet Dwikora ··· - 
mendjadi ·bidang tugas ··serta kegiatan Kemen·terian Pendi~ik­ 
an·, Pengad·jara.n· dan Kebudajaan ditambah dengan Urusan Ke­ 
P~~d:~~ -q.an .~apI'a.mu:lta~; 

Pasal § • 
. , 

. big.a.ng_ :t.ugas ser_ta )tegillt@ J(em~nt~1 .. ia.n Penez-angan ; 

(2) Departemen ·Penerangan· dala.m mela.ksa.nakan bidang tugas· ·· 
seperti tersebut dalam ajat {1} pasal ini dibagi dalam 
tiga Direktorat Djenderal, ialah ·: 
a,. Direktorat Djendera1 Penerangan·I•aJ.a.m dan Luar Negeri ; 

·b~ Direktorat Djendera1 Urusan RRI·, TV-RI dan· FILM ·; ·.. · , 
c. Direktorat Djenderal U~san PerbE1kalan Pers dan Grafika. • 
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Pasal •••••••••• 

Departemen Kesehatan mempunjai bidang tugas serta me­ 
nampung kegiata.n jang dalam Kabinet Dwikora mendjadi 
bf.dang tugas serta kegiatan Kementerian Kesehatan; 
Departemen Kesehatan dalam melaksanakan bidang tugas 
seperti tersebut dalam ajat (1) pasal ini d.ibagi dalam 
tiga Direktorat Djenderal, ialah: 
a. Direktorat Djenderal Urusa.n Pembe.rantasan dan Pen­ 

tjegahan Epidemi; 
h. Direktorat Djenderal Pharma.si; 
c. Direktorat Djenderal Kesehata.n Rakjat. 

( 1) 
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PasaJ. 11. 

DEPARTEMEN KESEHATAN 

(1) Departemen Sosial mempunjai bidang tugas serta menam­ 
pung kegiatan jang dalam Kab:inet Dwikora mendjad.1 bi­ 
dang tugas serta kegiatan Kementerian Sosial; 

(2) Departemen SosiaJ. dalam melaksana.kan bidang tugas se­ 
perti tersebut daJ.am ajat (1) pasal ini dibagi dalam 
tiga Direktorat Djenderal, ialah: 
a. Direktorat Djenderal Bina Karya; 
b. Direktorat Djenderal Urusan Kesedjahteraan Masjara­ 

kat, KeJ.uarga dan Anak; 
e , Direktorat Djenderal Urusan Bentjana Alam dan Dana 

Bantuan Sosial. 

DEPARTEMEN SOSIAL 

a. Direktorat Djenderal Bimbinga.n Mas,jarakat beragama 
Islam; 

b, Direktorat Djendera1 Bimbingan Masjarakat beragama 
Protestan/Katholik; 

c, Direktorat Djend~raJ. Bimbingan Masjarakat be ragama 
Hindu Bali dan Budha; 

d. Direktorat DjenderaJ. Urusan Hadji. 
Pasa1 10. 
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•••• a. Dir~}ctorat 

(2) Departemen Keu.a.ngan dalam -melaksanakan - bidang· tugas seperti. 
tersebut·dala.m·ajat (1) pasal ini dibagi dalam tiga Direk­ 
·torat- Djenderal, ·ialah : 
a. Direktorat Djende1·al Keuangan·-; 
b~ Direktora t Dj enderal Iuran Negara ; --- - -- --- . 
c. Direktorat Djenqe~al Urµsan .Anggaran dan Pembeajaan. 

Pas al~ • 

. · - . ' " .. . DEPARTEMEN PEE.DAGANGAN ' 
( 1) Departemen Perdagangan mempun-j~i bidaziLg· -tuga-s· serta menam­ 

pung kegiatan jang dala.m Kabinet Dwikora mendjad.1- bidang <, 

tugas- serta keg1atan Kementerian Perda.gangan, ketjuali De­ 
pa:rt.e.m~Il !{oop~ra~:l_ ; __ 

(2) De:partemen Perdaga.ngan dalam melaksanaka.n bidang tugas se­ 
perti tersebut da.lam·ajat{-1) pasa.J. 1ni dibagi dalam tiga 
DiJ:'ektora t D j enderal, ialah : 

(1) Departemen-Keuangan mempunjai·bidang-tugas serta menampllllg 
kegiatan-jang dalam Kabinet Dwikora·m•9ndjad.i-bidang- tugas 
serta kegiatan Kementerian Keua.ngan, ketjuali Departemen 
Bank Sentral. • --- ... -- .. -- . ... . . ' 

Pasal 13. 
_ :QEPj,!iTEMEN KEUANGA~ _ 

(1) Departemen-Tenaga-Kerdja-mempunjai bidang -tugas serta me­ 
nampung-kegiatan -jang dalam KabinetDwikora mendjad.i bidang 
ttLgas s~~ta ltegiatan Kementerian Tenaga Kerdja ; 

(2) Departemen Tenaga Kerdja -dalam melaksanakan bidang tugas se­ 
perti tersebut- da1am·ajat -C-1) pasal ini dibagi dalam dua 
Direktorat Djenderal, 1a1ah :- 
a. DirektoratDjenderal Urusa.n Pembinaan dan Penggunaan 

Tenaga-Kerdja ; - · · --- · 
b, Direktorat Djendera1 Urusan Perlindungan dan Perawatan 

Tenaga Kerdja. 

Pasal 12. 
- ? 
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a. Direktorat •••••••• 

( 1 ) Departemen Mari tim mempunj a1 bidang tug as serta menam­ 
pung kegiatan jang daJ.am Kabinet Dwikora mendjadi bidang 
tugas serta kegiatan: 

e. Departemen Perhubungan Laut dari Kementerian Perhu­ 
bungan; 

b. Departemen Industri Maritim dar:i Kementerian Perin­ 
dustrian Dasar dan Ringan; 

c, Bagian dari Departemen Perikanan jang berhubungan 
dengan Perikanan Laut dari Kementerian Pertanian; 

(2) Departemen Maritim dalam melaksanakan bidang tugas se­ 
perti tersebut dalam ajat (1) pasal ini dibagi dalam 
tiga Direktorat Djenderal, ialah: 

DEPARTEMEN MARITI]1 

Pasal 16. 

( 1 ) Departemen Perhubungan mempunjai b:i.dang tugas serta me­ 
nampung kegiatan jang dala.m Kabinet Dwikora mendjad.i bi­ 
dang tugas serta kegiatan Kementerian Perhubungan, ke­ 
tjuali Departemen Perhubungan Laut; 

(2) Departemen Perhubungan daJ.am melaksanakan bidang tugas 
seperti tersebut dalam ajat (1) pasal ini dibagi daJ.am 
tiga Ilirektorat DjenderaJ., ialah: 
a. Direktorat Djendera1 Pos dan Telekomuni!t:asi; 
b. Direktorat Djenderal Perhubungan Darat; 
c. Direktorat DjenderaJ. Perhubung~a Udara. 

Pasal 15. 
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN 

a. Direktorat Djendera1 Urusan Perd.agangan Luar Negeri; 
b, Direktorat Djenderal Urusan Perdagangan Da1am Nege­ 

ri; 
c, Direktorat Djenderal Urusan Pemasaran dan Pengem­ 

bangan. 

!' 
i 

I 
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Pasal ••••••••••••• 

PasaJ. 1a. 
D:§cPARTEMErf PERKJ@TJNAH 

(1) Departamen Perkebunan mempunja1 bidang tugas serta menam­ 
pung kegiatan ijang dala.m Kabinet pwikora mendjadi bidang 
tugas serta kegiatan Departemen Perkebunan dari Kementeri­ 
an Per.tanian; 

(2) Departemen Perkebunan dalam melaksa.nakan bida.ng tugas se­ 
perti tersebut dala.m ajat (1) p~sal. ini dibagi dalam dua 
Direktorat Djenderal, iaJ.ah : 

a. Direktorat Djenderal Perkebunan :Rakj.at; 
b. Direktorat Djendera.J. Perkebunan Negara. 

(1) Departemen Pertania.n mempunjai bidang tugas serta menam­ 
pung kegiatan jang dalam Kabinet Dwikora mendjadi bidang 
tugas serta kegiatan: 
a. Kementerian Pertanian, ketjuaJj. Departemen Perkebunan 

dan sebagian dar1 Departemen PEirikanan jang berhubung­ 
an dengan Perikanan Laut; 

b. Sebagian dari Departemen Pengatran jang berhubungan 
dengan Pengairan Ra.kjat dari Kementerian Pekerdjaan 
Umum dan Tenaga; 

(2) Departemen Pertanian dalam melaksanakan bidang tugas se­ 
perti tersebut dalam ajat (1) pasa1 ini dibag1 dalam t1- 
ga Direktorat Djenderal, ialah : 

a. Direktorat Djenderal Pertanian; 
b, Direktorat Djenderal Kehutanan; 
c. Direktorat'JjenderaJ. Kehewanan. 

Pasal 17. 
DJ::.P ARIEMEN PERTANIAN 
" 

a. Direktorat Djendera1 Perhubungan Laut; 
b, Direktorat Djenderal Industri Maritim; 
c- Direktorat Dj enderal Pengolahan Kekajaan Laut. 
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tuge.s ••• 

(1) Departemen·· Pertambangan mempun·jai bidang tugas· serta menam­ 
purig kegia tan j ang dalam Kabinet Dwikora mend3 ad1 bidang 

- -· '"\ 

(2) Departemen Perindustrian Text:i;J; ·dan ·Ker·adjinan Rakjat dalam 
melaksanakan· bida.ng tugas seperti·· tersebut · daJ..am ajat- (1) 
pasal ini .. dibagi· dalam, dua Direktorat D·jenderal, ialah : 
a·. Direktorat D jenderal Perindustrian Textil ; 
b, Direktorat Djende~al ·Ke~adjinan Rak,1at. 

P~sal 21. 
DEPAR1,EMEN PERTAW3ANGAN 

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN TEXTIL DAM 
. . KERADJINAN RAKJAT 

(1) Depa.rtemen·Perindustrian·Textil dan ·Keradjinan·Rakjat mempu­ 
njai bidang tugas sertamenainpung kegiatan·jang da1amKab1· 
net Dwikora·mendjadi bidang tugas serta kegiatan Kementeri­ 
an.fer~11stri~ T~:;~~- clan. !{erag.jµian ~jat ; -· _ 

(1) Depar tezaen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga mempu-. 
njai-bidang tugas serta menampung·kegiatan-jang dalam Ka­ 
p;Lnet D.~ikora mendjadi bidang ~ugas serta._kegiatan; 

a. Kementerian Perindustria.nDasar dan Ringan, ketjuali 
Departemen Industri Maritim; 

b. Departemen Listrik dari Kementerian Pekerdjaan Umum dan 
. Te.naga:. ; 

(2) Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga da1am · 
melaksanakan bidang tugas seperti terse but da1am · ajat { 1 ) 
pasal. ·ini dibagi dalam:·lima Direktorat Djenderal., iaJ.ah : 
ar, Direktora t D jenderal. Perindustrian Dasar ; 
b·. Direktorat D jenderal Perindustrian Ringan ; 
c, Direktorat D j enderal Perindus trien Kimia ; · 
d~ Direktorat Djendera1 Perindustrian Penerbangan; 
e. Direktorat D jen_q.E).ra.J. Te~aga Listrik. 

Pasal 20. 

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DASAR, RING.AN 
... _ DAN TENAGA .. 

Pasa1 19. 
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Angkatan •••••••••••• 

Im;r AR~EMEN-DEPARTEMEN ANGKATAN 
Departemeu-departemen Angkatan dalam. melaksanakan bidang 

tugas serta ktigiatannja d.idasarkan kepada kebidjaksanaan dan 
ketentuan-ketentuan jang telah ada serta. disesuaikan dengan 
kebutuhan berdasarkan petundjuk-petundjuk Panglima Tertinggi 

Pasal 23. 

(1) Departemen Pekerdjaan Umum mempm1jai bida.ng tugas serta 
menampung kegiatan jang dalam Kabinet Dwikora mendjadi 
bidang tugas serta kegiatan: 
a. Kementerian Pekerdjaa.n Umum da.n Tenaga, ketjuali De­ 

partemen Listrik dan Pengairan Rakjat dari Departemen 
Pengairan; 

b, Departemen Djalan Raya Swnatera d.ari Kementerian Projek­ 
projek Mandataris; 

(2) Departemen Pekerdjaan Umum dalam me.l.aksanakan bidang tuga:3 
seperti i~ersebut dalam ajat ( 1) pasa.1 ini dibagi daJ.am em­ 
pat Direktorat Djenderal, iaJ.ah: 
a. Direktora t D j enderal Pengairan Da.sar; 

b , Direktorat DjenderaJ. Tjipta Ka.rya; 

c. Direktorat Djenderal Bina Marga; 
d, Direkt1.;,rat Djenderal Djalan Raya Sumatera. 

DEF ARTJ.tlEN PEKERDJ' AAN UMOM 

Pasal 22. 

tugas serta kegiatan Kementerian Pertambangan dan Minjak 
Gas Bumi ; 

(2) Departemen Pertambangan dalam melaksanakan bidang tugas 
seperti tersebut dalam ajat (1) pasa1 ini dibagi dalam 
dua Direktorat Djenderal, ialah: 
a. Direktorat Djenderal Pertamba.ngan; 
b. Direktorat Djenderal Minjak dan Gas Bumi. 
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ttd. 
SUKARNO 

Ditetapkan di Djakarta 
pada tanggal 1 Agustus 1966. 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA , 

Pasal 27. 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetaplran. 

Ha1-hal j ang be1um dia tur dalam Keputusan ini, dia tur 
oleh Keputusan Presidium. 

Pasal 26. 

Pasal 22. 
Bidang tugas serta kegiatan dari Departemen dan Ke­ 

menterian dalam Kabinet Dwikora jang belum tertampung dalam 
Departemen-departemen seperti tersebut diatas, akan diatur 
tersendiri. 

Setiap Menteri me1aksanakan penjesuaian susunan De­ 
partemen masing-masing seperti jang ditentukan diatas serta 
mengadjukan usu1-usu1 mengenai susunan se1andjutnja da1am 
waktu jang sesingkat-singkatnja. 

BAB III 
L A I N - L A I N 

Pasal 24. 

Angkatan Bersendjata dan Menteri Utama bidang Pertahanan/ 
Keamanan. 
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